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Abstract
The village middle term development plan (RPJMDes) is a village strategic plan to achieve
the goals and ideals of the village. The Medium-Term Village Development Plan (RPJMDes) includes
the direction of village development policies, village financial policies, general policies, and village-
level development activities. This study aims to analyze the process of formulating a village midterm
development plan based on the Minister of Internal Affairs regulation No. 114 of 2014 concerning
village development guidelines. Minister of Home Affairs Regulation Number 14 of 2014 Article 7
paragraph 3 (three) explains that the process of formulating the RPJMDes through the stages of the
establishment of the RPJMDes Team, aligning the direction of district / city development planning
policies, assessing village conditions, preparing village development plans through village
development planning meetings, stipulating Village Medium Term Development Plan. This research
uses descriptive research method based on qualitative data, and informants in this study based on
purposive sampling technique. This study resulted, that the process of formulating the RPJMDes was
not well implemented. Because was that the preparation was not perfect and the accountability of the
RJMDes Team was not carried out optimally. technically and practically what happens in the field of
implementers or the Team of Management of the RPJMDes has not fully and not implemented the
stages of formulation based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 114 of 2014.
Keyword: Formulation Analysis of RPJMDes.
Abstrak
Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) merupakan rencana strategis desa
untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan
pembangunan ditingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan rencana
pembangunan jangka menengah desa yang berdasarkan peraturan mentri dalam negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2014 Pasal 7 ayat 3 (tiga) menjelaskan bahwa proses perumusan RPJMDes melalui tahapan yaitu
pembentukan Tim RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencanan pembangunan desa melalui
musyawarah rencana pembangunan desa, penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang berdasarkan pada data kualitatif,
dan informan pada penelitian ini berdasarkan teknik purposive sampling. Penelitian ini
menghasilkan, bahwa proses Perumusan RPJMDes tidak terlaksana dengan baik. Karena proses
penyusunan tidak sempurna dan akuntabilitas Tim RJMDes tidak dilaksanakan secara maksimal.
Secara teknik dan praktek yang terjadi dilapangan para implementor atau Tim Perumusan RPJMDes
belum sepenuhnya dan tidak melaksanakan terhadap tahapan-tahapan perumusan yang berdasarkan
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Kata kunci: Analisis Perumusan RPJMDes
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1. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 114
tahun 2014 tentang Pembangunan desa menyebutkan bahwa Pemerintah desa menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa
pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat
desa dengan semangat gotong royong. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa masyarakat
desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa, pemerintah desa di dampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Dengan
adanya Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa,
Pemerintah Desa hendaknya dapat menjadikan ini sebagai pedoman atau acuan di dalam
Perumusan Perencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan masyarakat
desa hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.
Berdasarkan uraian tersebut Pemerintah Desa Koto Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi harus membuat perumusan Program Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berdasarkan Peraturan Mentri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) merupakan rencana strategis desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memuat arah kebijakan
pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan
ditingkat desa.
Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan
misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDes di tetapkan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hokum peraturan
desa. Kepala Desa yang sudah terlantik secara resmi dengan segera membentuk Tim
penyusun RPJMDes yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11
(sebelas) orang anggota. Tim penyusun juga perlu keterwakilan perempuan didalamnya.
Struktur yang menyusun RPJMDe sadalah :
1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku ketua
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa; lembaga pemberdayaan masyarakat, kader
pemberdayaan masyarakat desa, dan unsure masyarakat-masyarakat lainnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bertujuan untuk
mewujudkan perencanan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
menciptakan rasa tanggung jawab terhadap program kerja pembangunan desa serta
mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Dari uraian diatas
permasalahan yang peneliti temukan adalah:
1. Minimnya pengetahuan petugas dalam merumuskan program Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
2. Implementasi programRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
yang belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi dengan memfokuskan pada Analisis Perumusan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan oleh tim penyusun RPJMDes yang di
bentuk oleh Kepala Desa Koto Taluk, karena Rancangan RPJMDes ini yang akan menjadi
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Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai
dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, kedudukan perangkat desa adalah “pembantu”
bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa diatur dalam pasal
48-53 Undang-Undang desa secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang tentang
kedudukan dan tugas perangkat desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan serta
larangan-larangan dalam menjalankan tugas.
Dalam pasal 48 perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan
pelaksana teknis. Dalam pasal 49 perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48
bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat
desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah
dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan tugas dan
wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
kepada kepala desa.
2.2 Badan Permusyawaratan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55-56 Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemennya Desa”, BPD merupakan
lembaga baru didesa di era otomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah Wakil dari
penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat,
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan
anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa
jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan
sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa:
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 wewenang BPD antara lain:
1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan
kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.
2.3 Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes)
Menurut Nurcholis (2011: 88) Penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan
program dan kegiatan desa di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Sumber pendapatan desa terdiri dari :
1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa atau
hasil kekayaan desa.
3. Bagi hasil pajak kabupaten/kota
4. Bagian dari retribusi kabupaten/kota
5. Alokasi dana desa(ADD)
Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa
paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dan desa ini bertujuan untuk mencegah
kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
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1. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, oemerintah kabupaten/kota,
dan desa lainnya
2. Hibah
3. Sumbangan pihak ketiga
2.4 Tinjauan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes)
Menurut Nurcholis (2011: 107) RPJMDes adalah suatu dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan
keuangan desa, kebijakan umum, dan program, perangkat desa, dan program prioritas
kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di tetapkan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memuat visi dan misi kepala desa, arah
kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat.
2.5 Tahap Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes)
Kepala desa menyelenggarakan perumusan RPJM desa dengan mengikutsertakan
unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan
kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Perturan Mentri
Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan
desa pasal 7 ayat (3) mengatur tahap penyusunan RPJMDes, yaitu:
1. Pembentukan tim penyusunRPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan desa
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
5. Penyusunan rencana RPJM desa
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan
desa
7. Penetapan dan perubahan RPJM desa
2.6 Pelaksanaan penyusunan RPJM desa
Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 ayat (3), menjelaskan bahwa pelaksanaan penyusunan
RPJMDes adalah :
a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa
Tim penyusun RPJM desa terdiri dari :
1. Kepala desa selaku Pembina
2. Sekretaris desa selaku ketua
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat,
kader pemeberdayaan masyarakat desa, dan unsure masyarakat lainnya.
Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim
penyusunan mengikutsertakan perempuan dan tim tersebut di tetapkan oleh kepala
desa.
b. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Penyelarasan arah
kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Kegiatan penyelarasan
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dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan
pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.
c. Pengkajian keadaan desa
Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi
objektif desa.Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam
musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. Penyelarasan data desa
2. Penggalian gagasan masyarakat
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa
d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa
berdasarkan laporan hasil pengkajian desa.
e. Penyusunan Rancangan RPJMDes
Tim penyusun RPJMDes menyusun rancangan RPJMDes dari hasil musyawarah yang
elah disepakati dan di sampaikan kepada Kepala Desa.
f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
g. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa
Rancangan Peraturan desa tentang RPJMDes dibahas dan disepakati oleh kepala desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
tentang RPJMDes .
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif yang berdasarkan pada data
kualitatif. Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan prilaku yang
dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu yang dikaji
dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode teknik pengumpulan data primer dan data
sekunder yaitu dari teknik wawancara, teknik dokumentasi serta teknik observasi. Teknis
analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan
kesimpulan
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 4.1 Indikator Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) Desa Koto Taluk.
No Indikator Item Penilaian
1 Identifikasi Masalah Kurang Baik
2Analisis Situasi Kurang Baik
3 Merumuskan yang hendak di capai Tidak Baik
4 Evaluasi Baik
5 Persetujuan Naskah Tidak Baik
Dari indikator diatas hasil penelitian tentang Analisis Perumusan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2016-2021 Di Desa Koto
Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:
1. Untuk jawaban indikator pertama yaitu identifikasi masalah, dari semua tanggapan yang
peneliti temukan dilapangan terhadap Tim RPJMDes yang terlibat proses identifikasi ini
berjalan dengan baik tidak ada kendala yang berarti identifikasi masalah pada perumusan
RPJMDes ini berhasil dilakukan secara baik, namun pada indicator ini ada satu item
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yang dimana beberapa Tim RPJMDes tidak telibat dan tidak mengetahui tentang adanya
musyawarah perumusan RPJMDesdan nama mereka pada SK RPJMDes maka saya
menilai pada indicator identifikasi masalah ini kurang baik karena satu item tidak
terpenuhi.
2. Untuk jawaban indikator kedua yaitu analisis situasi, Pada indicator ini peneliti
beranggapan bahwa indikator analisis situasi kurang baik karena satu item tidak
terpenuhi, yaitu ketidaktahuan Tim RPJMDes tentang kriteria apa yang harus dibahas
dalam musyawarah perumusan rancangan RPJMDes.
3. Untuk jawaban indikator ketiga yaitu merumuskan yang hendak di capai, pada indicator
merumuskan yang hendak dicapai ini dinilai tidak baik karena anggota Tim RPJMdes
yang terlibat tidak merumuskan data rancangan RPJMDes, karena minimnya
pengetahuan anggota Tim RPJMDes disebabkan karena pemerintah desa tidak men-
sosialisasikan program ini pada anggota Tim RPJMDes. Maka penilaian pada indicator
ini adalah tidak baik karena 3 item tidak terpenuhi
4. Untuk jawaban indikator keempat yaitu evaluasi, indicator evaluasi ini berjalan dengan
baik karena evaluasi yang dilaksankan oleh Tim RPJMDes sudah sesuai dengan item
penilaian yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan apakah suatu kegiatan atau
program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.
Maka pada indicator evaluasi ini dinilai baik karena semua item terpenuh
5. Untuk jawaban indikator kelima yaitu persetujuan naskah, Penilaian pada indicator
persetujuan naskah ini adalah tidak baik karean 3 item tidak terpenuhi yaitu tentang
implementasi RPJMDes, tidak tepat waktu didalam mengimplementasikan program, dan
cara Tim perumusan RPJMDes menyetujui naskah RPJMDes yang tidak sesuai.
Dari jawaban informan di atas dapat dilihat bahwa jawaban tertinggi dari indikator dalam
menilai Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Periode Tahun 2016-2021 Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi dinilai tidak baik dengan jumlah 4 indikator dinilai kurang baik. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2016-2021 Di Desa Koto Taluk Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak baik dan masih perlu ditingkatkan lagi.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait
Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode
Tahun 2016-2021 di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi dapat dinilai kurang baik. Dengan jumlah 4 indikator dinilai kurang baik dan 1
indikator dinilai baik.
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